
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017
DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Menimbang

Mengingat

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur perlu menetapkan saldo awal realisasi
sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah
yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanab.
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pencatatan Saldo Awal Tahun
2017 Dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106):

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3569):
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 3688):

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4805):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576),
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202),

Pearaturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan
Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Pada Kementerian Negara/Lembaga,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13),
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21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor
9),

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 19),

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69
Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 69):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENCATATAN
SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l, Saldo Awal adalah dasar pencatatan keuangan tahun berjalan yang di dapat
dari akhir pencatatan keuangan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah, yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

3.

Satuan Keraja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.
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BAB II
PENENTUAN SALDO AKHIR 2016

PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

Pasal 2

Jenis perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan atau
nomenklatur penamaan dan tidak mengalami penggabungan/pengurangan:

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami perubahan atau nomenkelatur
penamaan karena mengalami penggabungan /penambahan,
Satuan Kerja Perangkat Daerah baru terbentuk, dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hilang atau dihapuskan.pp

Pasal 3

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka Saldo Akhir Tahun
Anggaran 2016 untuk seluruh Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas diambil dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah di audit Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka Saldo Akhir Tahun
Anggaran 2016 berupa Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, adalah gabungan dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016, yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Saldo Akhir Tahun Anggaran
2016, masih nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, maka berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Laporan Realiasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016
diambil dan dicatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dengan menyertakan Berita Acara pelimpahan pembukuan oleh
SKPD terdahulu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



-6-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006
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